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VERBAL



1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Daerah Kota Bima di Provinsi Nusa
Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4188);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peratu ran Perundang- Undangan

Mengingat

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 285 ayat(l) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
ten tang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat diubah
dalam hal sudah tidak sesuai dengan perkembangan
keadaan dalam tahun berjalan sehingga Peraturan
Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu .
dilakukan penyempurnaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kota Bima Tahun 2022;

Menimbang
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WALIKOTABIMA,

PERUBAHANRENCANAKERJA PEMERINTAHDAERAHKOTABIMATAHUN2022

TENTANG

PERATURANWALIKOTABIMA
NOMOR)..1 TAHUN2022
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan
keuangan an tara Pemerintah Pusat dan Perintah Daerah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Singkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor517); ,e/' J



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah
Kota Bima Tahun 2008 Nomor 91);

16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima
(Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88),
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kota
Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020
Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima
Nomor 103);

17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Kota Bima Tahun 2019 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Bima Nomor 97) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun
2021 Nomor 234, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Bima Nomor 106);

18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Bima Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Bima Nomor 111);

19. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor
Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Teng~gr Barat Tahun
2022;
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(3) Uraian secara rind Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota
InI.

BABIV
BABV
BABVI

(1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
merupakan dokumen perencanaan daerah Kota Bima dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2021 yang dimulai pada tanggal 1
Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

(2) Peru bah an Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun
2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
BABII EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN

BERJALAN
BABIII RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEBIJAKANKEUANGANDAERAH
SASARANDANPRIORITASPEMBANGUNANDAERAH
RENCANAKERJA DANPEDANAANDAERAH
PENUTUP

Pasal 2

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bima.
2. Walikota adalah Walikota Bima.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD

adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah
Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah bersama
DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah
Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Bima.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kota Bima.

7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya
disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Bima.

Pasal 1

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAHDAERAHKOTABIMATAHUN2022.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:



7(,4BERITADAERAHKOTABIMATAHUN2022 NOMOR.........

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal t Agustus- 2022

SEKRETARISDAERAHKOTABIMA,

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 1 Ag-ustus 2022

JWALIKOTA BIMA "1/

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkah pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Bima.
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